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KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji atas segala rahmat dan hidayahNya kepada penulis, sehingga
penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang merupakan salah satu kewajiban
selaku staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan. Seiring salawat
dan salam penulis tujukan dan hadapkan hanya kepada Baginda Rasulullah SAW yaﬂg telah
berupaya dan berjuang sehingga kita menjadi umat yang muslim adanya.

Karya tulis ilmiah ini berjudul “PELAKSANAAN OUTSOURCING PADA PT
ANDIKA PRATAMA ABADI DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN UNDANG-
UNDANG KETENAGAKERJAAN”. Selama masa penyelesaian karya tulis ini penulis

-sangat merasakan keterbatasan waktu yang selama empat bulan itu terasa amat singkat,
karena kesibukan 1dalam melaksanakan tugas rutin sebagai staf pengajar maupun tugas-tugas
lainnyz} yang tak lgalah pentingnyat Namun dengan t;kad, semangat dan kem?uan serta |
adanya bimbingan dari para guru besar, teman-teman sejawat, akhimya penulisan ini dapat
diselesaikan dengan baik.

Dengan selesainya karya tulis ilmiah, maka penulis mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH.,MHum, dan Bapak Warjic, MA.,Ph.D., selaku guru
besar yang banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada para penulis yang
mengajukan karya tulis ilmiah tersebut.

2. Bapak Prc;f. Dr. Yakub Matondang, MA., selaku Rektor atau pimpinan tertinggi pada
Universitas Medan Area Medan.

3. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH.,MH., selaku Dekan pada Fakultas Hukum

Universitas Medan Area Medan.
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f. Denda dan potongan upah

g. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah

h. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional

i.  Upah untuk pembayaran pesangon

j-  Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

Dalam memanfaatkan keprofesionalan tenaga kerja diperlukan peningkatan persaingan
ke jenjang yang lebih tinggi. Namun kenyataan dalam dunia kerja kerja di perusahaan
sangat sulit mendapatkan gaji yang cukup apalagi berlebih. Gaji yang diberikan hanya
sebatas superpaspasan saja.

2. Perlunya peningkatan perhatian terhadap para pekerja oleh perusahaan outsourcing
sebagai suatu kelompok benya[ur tenaga kerja yang merasa satu keluarga sebagai
keiuar'ga besar dalam pelaksa;laan outsourcing, sehingga tidak ada merasakan
ketenagakerjaan, semua permasalqhan dapat dirasakan “bersama terh;dap pahit“ dan
getimya pérhasilan tenaga kerja tersebut. Namun dalam kenyataan hal ini sangat sulit
diperoleh, yang terjadi hanya berjalan masing-masing ke arah yang sama, namun
masing-masing hanya mencari kesempatan.

3. Perlunyé perhatian yang sering dari para pengusaha yang mengelola suatu usaha yakni
berkaitan dengan berapa orang tenaga kerja yang dibutuhkannya, pengusaha yang
profesional selalu memperhatikan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan
pekerjaan yang akan disiapkan. Jadi kebutuhan tenaga dibatasi atau terbatas.
Sesungguhnya bagi seorang pengusaha harus jeli melihat kebutuhan tenaga kerja yang
dibutuhkannya saja.

4. Profesional tenaga kerja artinya tenaga kerja yang akan selalu dibutuhkan harus benar-
benar ahli dan sering di bidang yang dibutuhkan, ingat bukan hanya keputusan di tingkat

kepuasan pengusaha saja dari hasil pekerjaan tersebut, tetapi juga sampai kepada para
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Berkaitan dengan jalinan hubungan kerja yang tercipta adalah tenaga kerja dengan
perusahaan perekrut pekerja, serta antara perusahaan perekrut tenaga kerja dengan
perusahaan yang menampung penempatan tenaga kerja, maka segala pengupahan dan hak-
hak pekerja lainnya akan dibayarkan dan diterima melalui perusahaan perekrut tenaga kerja
awal. |

Biasaﬁya dalam penyelesaian masalah antara pihak pekerja dengan perusahaan tempat
ia bekerja, meskipun melalui oufsourcing, sering diselesaikan melalui :

1. Hubungan industrial (menyangkut sistem hubungan)

2. Penyelesaian secara bipartite (forum komunikasi)

3. Penyelesaian melalui konsolidasi, arbitrase, dan sejenisnya
4. Pengadilan hubungan industrial

Berkaitan dengan paparan di atas, outsourciyg dan kelemahan tenaga kerja di atas;
yang d_itinjaﬁ dari undang:u{tdang ketenagakerjaan dan dari Kit"a'b Undang—undang Hukum
Perdata, sehingga muncul keinginan penulis untuk menyajikannya dalam bentuk karya
ilmiah yang sederhana ini ; adapun judul yang penulis maksud yaitu : “Pelaksanaan
Outsourcing Pada PT. Andika Pratama Abadi Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Undang- -

Undang Ketenagakerjaan™.

1.2. Batasan Masalah

Pada, hakikatnya pelaksanaan oufsourcing bukan hanya di Sumatera Utara bahkan
sudah hampir seluruh Indonesia, hal ini terlihat semakin lama semakin sulitnya mencari
pekerjaan di masa sekarang ini. Sehingga munculnya perusahaan outsourcing juga
merupakan lapangan pekerjaan bagi yang ingin berprofesi di bidang itu, jadi mereka bukan

hanya sebagai sekelompok orang yang mencarikan perkerjaan untuk orang lain, tetapi
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kepentingan mereka terpenuhi. Di Sumatera Utara pada saat ini ada beberapa perusahaan

outsourcing diantaranya :

1. PT. Andika Pratama Abadi

[§9]

PT. Jasa Bersama Mumni
3. PT. Mandiri
4. PT. Srikandi
5. PT.SMAD
6. PT. Securindo Packing Indonesia
7. PT. Gemilang
Namun dalam penelitian ini penulis membatasi diri dengan mengambil lokasi di
Medan saja dan fokus terhadap satu perusahaan saja yaitu pada PT Andika Pratama Abadi.-

Perusahaan ini menjadi pilihan karena lebih dekat dengan penulis yang berdomisili di Medan.

1.3. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian dapat diungkapkan pokok permasalahan yang
ingin diangkat dan diuraikan di atas, sebagai berikut :
1. . Bagaimanakah penerapan outsourcing secara umum pada beberapa perusahaan? |
2. Bagaimanakah pelaksanaan outsourcing pada perusahaan PT. Andika Pratama Abadi
tersebut di atas?
3. Bagaimanakah perlindungan bagi para pekerja yang dikontrak secara outsourcing?
Berkaitan dengan ketiga rumusan masalah di atas penulis berupaya menelusuri data

primer dan data sekunder sebagai data subsidair dalam rangka memberikan jawaban yang

sejalan dan searah serta sehaluan dengan permasalah-permasalaan tersebut.
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1.4. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan batasan permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka periu

diungkapkan tujuan penelitian ini, yaitu :

1.

Untuk mengkaji penerapan oufsourcing secara umum pada beberapa perusahaan.

2. Untuk mengkaji pelaksanaan outsourcing pada perusahaan PT. Andika Pratama Abadi
tersebut di atas. -
3. Untuk mengkaji perlindungan bagi para pekerja yang dikontrak secara outsourcing.

1.5. Manfaat Penelitian

Selain adanya tujuan penelitian di atas, pada penelitian ini juga diharapkan dapat

membenkan manfaat, baik dan segi keilmiahannya maupun dalam upaya mempertahankan

hak-hak para pekelja secara bersama—sama, meskipun- dalam tingkat yang berbeda-b

_ antara para pckeqa, walaupun adakalanya mungkm sebahagian orang dapat memenuhl

kebutuhannya, namun sebagian dapat pula mengatasi sesuai dengan masalah di atas.

1.

Manfaat secara teoritis

Adapun manfaat secara teoritis dari hasil peqelitian ini adalah dalam rangka menambah
pemahaman dan pandangan baru kepada sei)agian para pekerja yang umumnya maupun
pihak yang berhubungun dengan dunia hukum pada khususnya.

Manfaat secara praktis

Sedangkan manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini adala13 dalam rangka menjadi
bahan rujukan bagi rekan peneliti, masyarakat, praktisi hukum maupun aparat
pemerintah atau penegak hukum mengenai penegakan hukum dan sebagainya. Memang
dalam hal ini hanya sedikit membicarakan masalah hukum, namun secara praktis semua

orang harus yakin kejujuran dalam memegang acuan hukum, maka tidak akan ada yang
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salah dalam bertindak dan melakukan kebijaksanaan, namun semua tetap berpegang pada

kebenaran demi kebenaran adanya.

1.6. Kerangka Teoritis
Untuk melengkapi penyusunan karya ilmiah, khususnya dalam upaya penyesuaian
judul dengan substansinya, maka penulis berupaya mengumpulkan data dengan cara :

1. Penelitian icepustakaan, yaitu suatu upaya untuk mengumpulkan data skunder dengan
jalan mengumpulkan bahan bacaan berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, majalah-
majalah hukum, yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

2. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka memperoleh data
primer, yakni dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan para pekerja pada

-

PT. Andika Pratama Abadi tersebut pédz; masalah outsouré‘iné ini.
1.7. Kerangka Teo;-iﬁs
Hakikatnya penelitian yang berkaitan dengan ketenagakerjaan ini sangat urgen karena
terkait dengan :
1. Pekerj aén yang paling banyak dipilih orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-
hari, meskipun memperoleh gaji yang sangat sedikit.
2. Pelaksanaan outsourcing dalam ketenagakerjaan ini dinyatakan masih baru berlaku,
namun sebenarnya sudah terjadi outsourcing itu sejak zaman Belanda di Indonesia.
3. Masyarakat buruh atau pekerja pada umumnya sangat mengharapkan bantuan dan
perhatian dari semua pihak, khususnya dari perusahaan penerima tenaga kerja maupun
dari perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut agar adanya perlindungan bagi para

pekerja yang dikontrak secara outsourcing.
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produk, perjanjian kerja sama cukup dibuat dan ditanda-tangani oleh perusahaan yang satu
dengan perusahaan yang lainnya, dengan menyebutkan syarat-syarat obyek, harga, waktu dan
lain-lain sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bersama.

Pelaksanaan perjanjian Outsourcing dalam bentuk mempekerjakan atau mengambil
jasa perorangan jauh lebih kompleks. Dalam mempekerjakan pekerja, maka pemndaﬁnganan
kontrak kerja akan dilakukan antara perusahaan.yang merekrut/melatih tenaga kerja dengan
perusahaan yang menampung penempatan tenaga kerja dan antara pekerja dengan perusahaan
yvang menerima dan melatih pekerja. Dengan demikian hubungan kerja, dalam artian
hubungan antara majikan dan pekerja, hanya tercipta antara pekerja dengan perusahaan yang
merekrut pekerja dan bukan dengan perusahaan tempat pekerja melakukan pekerjaannya.

Mengin-gat jalinan hubungan kerja yang tercipta adalah antara tenaga kerja dengan

>

perusahaan perekrut pekerja, serta antara perusahaan perekrut tenaga kerja dengan
perusahaan yang menampung pencmpatan tenaga kerja, maka segala pengupahan;dan hak- ‘
hak pekerja lainnya akan dibayarkan dan diterima melalui perusahaan perekrut tenaga kerja
awal.

Namun demikian, Undang-undang Ketenagakerjaan di Indonesia telah memberikan
batas-batas penggunaan tenaga kerja melalui Qutsourcing, yaitu hanya terhadap bagian-
bagian yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis utama suatu perusahaan. Dalam
kenyataan dan praktiknya tenaga kerja yang paling banyak di Qutsource adalah tenaga satuan
pengaman (satpam/sekuriti).

Pada dasarnya praktik dari prinsip-prinsip Outsourcing telah diterapkan sejak zaman
Yunani dan Romawi. Pada zaman tersebut, akibat kekurangan kemampuan pasukan dan tidak

tersedianya ahli-ahli bangunan bangsa Yunani dan Romawi menyewa prajurit asing untuk

berperang dan para ahli-ahli bangunan untuk membangun kota dan istana.

11
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Outsourcing baru terjadi pada tahun 2003, yakni dengan keluarnya Undang-Undang Nomor
13 tahun 2003, tentang “Ketenagakerjaan”.

Undang-Undang ini telah mengatur bidang-bidang yang memungkinkan untuk di-
Outsourcing-kan, yaitu bagian-bagian yang tidak berkaitan dengan bisnis inti. Melalui
peraturan tersebut, pada tahun 2003 telah mulai tumbuh kesadaran perusahaan-perusahaan
besar untuk menggantikan tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti

perusahaan seperti satpam, akunting dan lain-lain.

2.2. Syarat-Syarat Qutsourcing.

Untuk melaksanakan suatu kegiatan Outsourcing, kedua Perusahaan harus memenubhi
beberapa persyaratan yaﬁg telah ditentukan oleh pemerintah. Adapun syarat-syarat tersebut
adalah sebagai berikut: |
2.2.1. Berbadan Hukum.

Pemerintah berusaha memberikan perlindungan yang tegas dalam palaksanaan
Outsourcing, baik terhadap pihak-pihak yang berhubungan maupun terhadap pekerja/buruh
yang diéekerjakan. Salah satu bentuk ketegasan tersebut adalah adanya ketentuan bahwa
perusahaan penerima pekerjaan harus berbentuk badan hukum. Latar belakang penetapan
syarat ini agar perusahaan-perusahaan OQOutsourcing tidak terlalu mudah melepaskan
tanggung-jawab dan kewajibannya terhadap pihak pekerja/buruh maupun pihak ketiga
lainnya.

Ketentuan tentang adanya keharusan berbentuk badan hukum diatur dalam pasal 3
dan 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
No:Kep.220/MEN/X/2004 tentang “Syarat-Syarat Penyerahan Sebagai Pelaksana Pekerjaan

Kepada Perusahaan Lain.”

14
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kegiatan utama perusahaan, maka kegiatan tersebut dapat di-Owtsourcing-kan. Kegiatan-
kegiatan logistik tersebut meliputi :
— Pembayaran pengeluaran-pengeluaran perusahaan dan audit (Freight P@mént and
Auditing).
— Pengoperasian dan pengurusan/perawatan gedung perusahaan (Warehousing and
‘Operating)
- Penyeléksian tenaga kerja dan negosiasi gaji (Carter Selection And Rate Negotiation)
— Membangun sistim informasi perusahaan (Information System)
— Pengiriman barang (Shipment Planning)
— Pengepakan produk (Packaging)
= Mengurus produk yang dikembalikan pelanggan (Product Return)
" .— Dan lain—!gin.
2.3.2. Bidang Pembukuan Perusahaan.
Semula bidang ini jarang di-Outsourcing-kan, namun belakangan berubah karena
dinilaiv _banyak memberikan penghematan. Kegiatan-kegiatan yang di-Outsourcing-kan
meliputi pembukuan, proses data, audit internal, pembayaran gaji, perhitungan pajak,

manajemen kas, laporan keuangan, dan penagihan piutang.

2.3.3. Bidang Manufaktur.

Pada awalnya kegiatan utama industri adalah fabrikasi atau manufaktur. Namun
belakangan terjadi perkembangan, bahwa manufaktur bukan lagi merupakan kegiatan utama,
sechingga sudah banyak yang melakukan Outsourcing. Sebagai contoh, perusahaan yang

bergerak di bidang industri mobil, kegiatan utamanya tidak lagi merakit mobil, melainkan
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a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama.

Baik dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan”
maupun dalam penjelasannya tidak dijelaskan pengertian terpisah dari kegiatan utama.
Karena itu diharuskan mengartikan kalimat tersebut melalui penerjemahan secara harfiah.

Bahwa pekerjaan yang di—Outsourcing—kan harus dilakukan seca.ra terpisah dari
kegiatan utama dapat diartikan sebagai-pekerjaan yang pengerjaannya/proses produksinya '
tidak dilakukan secara bersama-sama dengan bisnis utama perusahaan. Suatu perusahaan
yang memproduksi sepatu olahraga kegiatan utamanya di perusahaan atau di pabrik adalah
merangkai bahan sepatu satu demi satu sehingga menjadi satu unit sepatu yang bisa dipgkai.

Apabila bagian pekerjaan tertentu di-Outsourcing—kan oleh perusahaan kepada
perusahaan lain, maka kegiatan tersebut harus dilakukan secara terpisah dari kegiatan tersebut
:‘lan harus dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. Contoh, bila yang di—OdtsourCI:ng-
kan adalah makanan karyawan (cater;’;zg), maka “kegiatan tersebut harl_ls dii(‘erjaka.n -sgcara _
terpisah dari kegiatan utama perusahaan. .

Pertanyaannya adalah, mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan terpisah? Secara
bisnis, hal itu tentu bertujuan untuk melakukan penyederhanaan pekerjaan. Apabila pekerjaan
tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan kegiatan utama, maka dapat menimbulkan
keruwetan yang luar biasa, apalagi jika lokasi tempat kerja tidak memungkinkan. Pemisahan
tersebut bermanfaat untuk meningkatkan fokus perusahaan dalam merancang produk yang
paling unggul.-Kemungkinan alasan lain adalah, pemerintah mencoba menciptakan iklim
usaha kondusif untuk merangsang lahirnya perusahaan-perusahaan yang baru mandiri, yang
mampu membuka lapangan kerja baru.

Secara legalitas, pemisahan tersebut dapat dipandang sebagai suatu strategi untuk
menghindari tumpang-tindih perizinan/badan hukum perusahaan. Ketegasan perizinan juga

akan berdampak pada pendapatan pajak yang bisa diperoleh pemerintah dari hasil kerja
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perusahaan. Dengan pemisahan, maka kemungkinan penyelewengan akan dapat

diminimalisir.

b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan.

Prinsip dari pelaksanaan AOutsourcing adalah, setiap pekerjaan yang
diserahkan/diterima harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Pekerjaan yang di-
Outsourcing-kan tersebut bisa dalam bentuk menghasilkan/membuat s@u produk tertentu
atau menjalankan suatu pekerjaan tertentu.

Pelaksanaan suatu pekerjaan yang di-Outsourciﬁg—kan dapat dikerjakan di tempat
penerima pekerjaan atau di tempat pemberi pekerjaan, sesuai dengan sifat pekerjaan tersebut.
Untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya membuat suatu produk tertentu, misalnya baut kécil
untuk l;abrik perakitan mobil, kan::ing .baju untuk babrik garmen dan lain-lain, umumnya
pengerjaannya dilakukan qi ﬁe’rusaha;m Outsourcing. Sedaﬁgkan untuk p;ketjaan-pekerjaan
yang sifatnya melakukan jasa tertentu, misalnya tugas-tugas melakukan penjagaan keamanan
perusahaan dan jasa akuntan untuk menyusun laporan pembukuan, biasanya dikerjakan di
tempat pemberi pekerjaan.

Untuk pekerjaan-pekerjaan yang di-Outsourcing-kan tersel;ug maka pemberi
pekerjaan dapat memberi komando secara langsung kepada penerima pekerjaan, tergantung
dari sifat pekerjaan yang diserahkan. Untuk pekerjaan yang tempat pengerjaannya dilakukan
di tempat pemberi pekerjaan, maka perintah dapat diberikan oleh pemberi pekerjaan secara
langsung kepada orang-orang yang ditempatkan oleh penerima pekerjaan di perusahaan
pemberi pekerjaan. Sedangkan untuk pekerjaan yang pengerjaannya dilakukan di perusahaan

penerima pekerjaan, maka perintah bisa saja diberikan oleh pemberi pekerjaan melalui

penerima pekerjaan.

24
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bisnis pendukung diserahkan kepada pihak ketiga, karena justru pekerjaan-pekerjaan kecil
banyak menyita waktu dan pikiran pengusaha. Dengan penyerahan beban tersebut maka
penguséha akan lebih fokus pada bisnis utama yang digelutinya.

Spesialisasi atau adanya fokus pada produk tertentu secara tidak langsung telah
membuka peluang bagi perusahaan untuk menjadi unggul di Bidangnya. Keahlian dan
pemahaman yang menyeluruh akan mendorong perusahaan mempunyai ketajaman dan
penguasaan yang mendalam terhadap produk atau layanan yang diberikan. Salah satu alasan
dilaksanakannya Outsourcing adalah untuk membagi risiko usaha kepada pihak lainnya.
Tanpa Outsourcing, maka perusahaan harus melakukan sendiri semua yang diperlukan dalam
menghasilkan produk dan jasa. Sebagaimana layaknya suatu bisnis, maka semua investasi
juga mempunyai risiko tertentu, sehingga jika semua dikelola sendiri maka risikopun menjadi
tanggung-jawab senc;hi.

Dengan Outsou‘rcing, maka risiko in;éstasi akan te:'bagi menjqdi lebih keCili Risiko'
tersebut bukan hanya secara finansial, akan tetapi juga operasional. Dengan demikian,
perusahaan akan menjadi lebih fleksibel dan lebih tahan terhadap guncangan-guncangan yang
timbul dalam dunia usaha.

Pemanfaatan Qutsourcing secara tidak langsung juga telah memberikan banyak
keuntungan kepada pengusaha, seperti mengurangi terjadinya investasi dana kapital pada
bagian-bagian usaha yang bukan bisnis inti perusahaan. Dengan demikian, dana-dana yang
dihemat tersebut akan dimanfaatkan pada bidang-bidang lain, untuk mengembangkan bisnis
utama.

Pelaksanaan Outsourcing tidak terbatas pada mengontrakkan bisnis tertentu pada
pihak ketiga, tetapi juga disertai dengan penyerahan atau penyewaan aset yang digunakan

untuk melakukan aktivitas yang di-Outsourcing-kan. Aset-aset tersebut seperti mobil, mesin-
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Spesifikasi Penelitian

Sebagaimana telah disingung .di atas bahwa pelaksanaan outsourcing bukan hanya di
Sumatera Utara, melainkan sudah hampir di seluruh Indonesia, hal ini semakin terasa bahwa
semakin lama semakin sulitnya mencari pekerjaan pada saat ini. .Dengan demikian
kemunculan perusahaan oufsourcing juga merupakan lapangan pekerjaan bagi yang ingin
berprofesi di bidang itu. Sehingga keberadaan mereica bukan hanya sebagai sekelompok
orang yang mencarikan perkerjaan untuk orang lain, melainkan kepentingan mereka
terpenuhi. |

Sehingga jika yang dibicarakai_l ’masalah. spesikas:[ pénelitian, adapun spesiﬁkA;i
utamanya a&alah' plésa'laﬁ on_itsourci,ng dengan seéala akibat dan dampak yang dapﬁtl
merugikan pihak .lain ataupun sekaligus keunt-ungan bagi pihak lainnya. Namun upaya para
pelaksana outsourcing adalah dalam upaya memperbesar, memperkuat kedudukan mereka
sebagai pencari tenaga tenaga kerja dan berhubungan dengan dunia usaha. Mereka terus
mencari dan menghubungi perusahaan-perusahaan untuk memakai tcﬁaga kerja yang mereka
sediakan. Keberadaan mereka sekaligus seolah-olah sebagai kepala personalia pada suatu
perusahaan. Dalam keadaan demikian, bagaimanapun juga mereka semakin meningkatkan
kualitas mereka sebagai orang tengah (mediator) dalam hubungan antara mereka dengan
perusahaan pemakai tenaga kerja. Selain itu mereka juga dapat memilah dan memilih
kemampuan dan kecerdasan para pencari kerja, dan mereka tinggal menempatkan, pada satu
perusahaan, dan jika tidak memuaskan perusahaan pemakai tenaga kerja, mereka bisa
menukarnya dengan tenaga kerja lainnya. Dalam hal ini sebelum mereka menempatkan

tenaga kerja tersebut, mereka juga dapat mengadakan semacam uji kecedasan para pekerja.
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Dari hasil uji tersebut mereka dapat memilihkan dan menunjukkan pekerjaan yang pas atau
mendekati pas dengan person si pencari kerja tersebut. Dalam mendeteksi kecocokan antara
dunia usaha yang membutuhkan tenaga kerja dengan para pencari kerja tersebut, bisa terjadi
terkadang dalam waktu yang relatif lama belum ditemukan tenaga yang sesuai dengan
keiﬁginan perusahaan. Sementara para pencari kega dalam bidang lainnya, sudah banyak.
Sebab jika dengan sungguh-sungguh dicari dan diutamakan mereka adalah mencari tenaga
kerja yang betul-betul professional. |

Bagi tenaga kerja yang professional ini yang hanya kebanyakan berhubungan dengan
perusahaan oqtsourcing, dan mereka masih awam dengan perusahaan ia bekerja, maka dalam
hal ini bagaimanapun bijak dan cerdasnya ia tidak dapat lagi berkonsultasi lagi dengan
perusahaan tersebut. Apalagi masalah kenaikan gaji yang akan diberikan oleh perusahan
_ seperti masa latﬁpau. Hal itu tidak _a‘kan ditemukan lagi, yang jelasnya p‘el::‘elgia adalah orang
yang sia;; bekerja yang sesuai dengan bidgngr&‘a. Da!;u:n masalah ini mémang terasa !;:rat .
sekali beban yang harus ditandu oleh para pekerja. Seolah-olah dunia ini semakm maju,
justeru pencari kerja semakin dimintai berbagai persyaratan. Jika di masa lampau mereka bisa
bekerja dengan latar belakang pend_idikan yang tidak begitu diperhatikan. Namun di masa
sekarang terjadi peningkatan, misal'nya tenaga kerja yang bisa diterima outsourcing minimal
memiliki ijjazah SLTA sederajat. kemudian untuk tenaga kerja lainnya, selain memiliki ijazah
SLTA sederajat diperlukan pula ijazah non formalnya sebagai pendamping ijazah yang
dimilikinya. Hal ini ketika yang dibutuhkan dengan tahapan tamatan SLTA, suatu saat ketika
mereka membutuhkan minimal Strata 1, maka perusahaan outsourcing hanya tinggal
menyesuaikan diri saja, demikian juga jika memang yang dibutuhkan S1 dan pendidikan non
formal lainnya.

Dalam hal ini jelas sekali bahwa perusahaan pemakai tenaga kerja sangat beruntung,

tenaga kerja kualitas pilihan (choice quality) sudah dapatkan, berapa upah yang harus dibayar
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pantas dan layak untuk dikerjakan dengan kata lain diberikan upah yang pantas kepada para
pekerja, dan memberikan berbagai kelengkapan kerja lainnya, selain itu memberikan
perlindungan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan
sejenisnya.

Jika memperhatikan asas-asas hukum perburuhan, minimal yang mesti diperhatikan
adalah asas-asas dalam hukum kontrak, dimana kedua belah pihak terikat dengan asas
kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, asas konsensuil, asas terbuka, asas itikad baik, dan
asas pacta sun servanda, serta asas keadilan, asas keamanan dan keselamatan, dan asas
kepastian hukum. Dalam hal ini pengusaha berkewajiban dirinya untuk memenuhi hal-hal
yang berkaitan dengan dengan asas-asas tersebut.

Demikian pula dengan sistematika hukum, dimana para buruh yang bekerja
hendaknya’ bebas berhubungan dengan ;i_apa pun di perusahaan tersebut, jangan sampai
adaﬁya penghalang bagi satu pihak ataﬁ satu kelompok terhadap pihak ata]x kelompok
lainnya. Karcna pada hekekatn);a mereka adalah satu untuk semua, dan scbalikx;ya semua
untuk satu.

Apalagi berkaitan dengan sinkronisasi vertikal dan horizontal, artinya para buruh itu
bebas mengadakan hubungan antara satu sama lainnya baik dari bawah ke atas atau dari atas
ke bawah. Demikian hubungan yang menyamping pun harus tetap dibina. Untuk kepentingan
dan kelanggengan suatu usaha, bagaimanapun juga mesti dibina sebagus mungkin
sinkronisasi tersebut.

Sementara dari perbandingan hukum, bahwa perbandingan hukum sebagai disiplin
ilmiah mandiri harus dibedakan dari metode perbandingan (hukum). Metode perbandingan
adalah salah satu bentuk cara menangani hukum atau cara melakukan penelitian dan
pengkajian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum. Perbandingan Hukum

sebagai disiplin ilmiah adalah ilmu yang mempelajari dua atau lebih sistim hukum positif
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perhatian pula, tepi bukan semata-mata dalam hokum perburuhan, melainkan di bidang

l.'stinnya.2I

3.2. Lokasi Penelitian
Sebagaimana diutarakan di' atas bahwa Sumatera Utara pada saat ini memiliki
peberapa perusahaan outsourcing diantaranya :
1. PT. Andika Pratama Abadi
2. PT. Jasa Bersama Murni
3. PT. Mandiri
4. PT. Srikandi
5. PT.SMAD
5. PT. Securindo Packing Indonesia

7. PT. Gemilang - .
Dalam penelitian ini penulis membatasi diri dengan mengambil lokasi di Medan saja
dan fokus terhadap satu perusahaan saja yaitu pada PT Andika Pratama Abadi. Perusahaan ini

menjadi pilihan karena lebih dekat dengan penulis yang berdomisili di Médan.

3.3. Popalasi dan Sampel

Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala
stau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Karena pc?pulasi biasanya sangat
besar dan sangat luas, maka kerapkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu.”
Oleh karena itu dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua objek

atau semua gejala dan sebagainya.

2! Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1974, hal. 3.
22 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,
338, hal 44
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Bahan pustaka dimaksud terdiri atas bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perburuhan dan ketenagakerjaan khususnya yang
menyangkut ganti rugi tanah serta Kitab Undang-Undang Hukum Pel:data Demikian pula
dikaji bahan hukum sekunder berupa karya para ahli termasuk hasil penelitian. Untuk
melengkapi bahan hokum tersebut ditunjang pula dengan bahan hukum tersier seperti
kamus, ensiklopedi, buku pintar dan sebagainya.
2. Pedoman wawancara
Wawancara dilakukan terhadap individu/warga masyarakat atau para buruh, bahan hukum
atau pengusaha, dan instansi pemerintah, yang semuanya berkaitan dengan dunia usaha
dan ketenagakerjaan. Untuk itu dipersiapkan pelaksanaan wawancara serta dibuat
pedoman. wawancara serta dibuat pedoman wawancara sehingga hasil wawancara itu
relevai} (iengan permasalahan ;rang diteliti. -
3. Daftar pertanyaan. : )
Yang ditujukén kepada responden individu/warga masyarakat atau para buruh, badan
hukum atau pengusaha, dengan bentuk pertanyaan yang tertutup maupun terbuka.
Untuk mendapatkan hasil yang akurat, maka dalam penggunaan alat-alat pengumpul data
di atas diperhatikan sebagai acuan, antara lain: - -
(a) Tipologi penelitian hukum normatif.
(b) Pendekatan yuridis normatif.
(c) Pokok permasalahan yang diteliti

(d) Jenis dan sifat responden.

3.6. Teknik Pengumpul Data
Setelah data terkumpul maka untuk menganalisa data, pertama sekali menggunakan

data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk paparan dan uraian kalimat. Untuk
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Data primer sebagai data pendukung data sekunder dalam penelitian ini dianalisis
dengan cara data yang diperoleh melalui wawancara, koesioner secara mendalam
dikelompokkan berdasarkan variable penelitian independent, selanjutnya dianalisa dengan
mempergunakan metode kualitatatif yaitu tanpa menggunakan rumus-rumus statistika,
sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase, sehingga diperoleh
gambaran yang jelas dan ﬁlcnyelumh mengenai peraturan-peraturan yang menyangkut
outsourcing, schingga diperoleh jabawan dari permasalahan perluasan dari macam-macam
asas yang berlaku dalam dunia perburuhan. Hasil analisis tersebut dibubungkan dengan
ketentuan berlakunya hukum perdata khususnya hokum perburuhan. Untuk memperoleh
gambaran ketentuan pelaksanaan outsourcing pada PT Andika Pratama Abadi Ditinjau dari
Hukum Perdata dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga dengan metode kualitatif,
maka data yang diperoleh dari responden !)aik yang tertulfs maupun lisan meh’gli_asilkan data

deskriptif analistis, maka diteliti dan-dipelajari sebagai suatu yang utuh adanya.
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BABIV

PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Qutsourcing Secara Umum Pada Beberapa Perusahaan.

Pelaksanaan outsoz)rcing untuk membuat barang-barang, .seperti pada pembuatan
parang, pisau, serta berbagai alat daput lainnya yang berbahan besi pada perusahaan' pandai
besi ataupun pada pembuatan cangkul, parang babat, kelewang, dan sebagainya pada
perusahaan pembuatan alat-alat pertanian, pada perusahaan perakitan komputer dan laptop
dan semodelnya, pada pembuatan kancing baju, risleting dan lain-lain pgda perusahaan
garmen, atau mur, kunci-kunci mesin pada perusahaan otomotif dan lain-lain. Pengaturan
outsourcing produk jauh lebih sederhana dibandingkan dengan outsourcing jasa perorangan,
yang oleh ;)erusahaan pengerah/penyediaan tenaga kerja ditempatkan pada pel;ush(;aan lain. -
Pada hakikatnya pelaksanaan_dutsgﬁrcing bukat; hanya di §umatéra-Utaga bahkan sﬁdah" ‘ -.
hampir seluruh Indonesia, hal ini terlihat semakin lama semakin sulitnya mencari pekerjaan
di masa sekarang ini. Sehingga munculnya perusahaan outsourcing juga merupakan lapangan
pekerjaan bagi yang ingin berprofesi di bidang itu, jadi mereka bukan hanya sebagai
sekelompok orang yang mencarikan perkerjaan untuk orang lain, tetapi kepentingan mereka
terpenuhi.

Sesungguhnya baik secara hukum perdata maupun menurut Undang-Undang
Ketenagakerjaan, outsourcing terus berjalan, seakan-akan perusahaan pelaksana outsourcing
hanya mencari keuntungan dan keberadaan bagi perusahaan pemakai tenaga kerja seolah-olah
sebagai tangan kanannya. Mereka pandai memotong gaji para pekerja, para pekerja jadi
pemikul beban, sementara dengan perusahaan pemakai tenaga mereka sangat beruntung,
sebab mereka tidak perlu tahu berapa gaji yang diserahkan kepada para pekerja tersebut.

Keadaan ini seakan-akan tenaga kerja di Indonesia ini sedang dijajah dan terus dijajah oleh
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outsourcing. Sementara yang berdampak negatif adalah berupa pembatasan hak-hak pekerja
yang seharusnya mereka terima untuk kesejahteraan hidupnya.

Keadaan seperti demikian jelas tidak ada memberikan perhatian terhadap para
pekerja. Proses dan pelaksanaan kerja sepeti terlihat bahwa pekerja itu orang yang bermartbat
rendah, sangat sulit bagi mereka untuk berjuang, jangankan berjuang bersatu pendapat saja
sesama pekerja itu sulit. Inilah awal mula menjatuhkan pihak yang tidak punya nilai di mata
mereka. Sementara perusahaan ‘butsourcing hanyalah sebagai pencari keuntungan, apa yang
dimintai oleh perusahaan pemakai jasa itu langsung mereka penuhi. Dengan pemakaian
outsourcing ini maka pihak pengusaha biarkan saja yang selama ini kami kena demonstrasi,
mulai §ekarang biarkan sesama mereka saja yang menyelesaikan masalah, dan kita tidak
perlu ikut lagi dalam persoalan ini. .

Dari segi kepentingan i)elakganaan outs(iurc?ing ini, terlihat bahwa _,pj:laksanaan

tersebut 'haﬁya dipenﬁngkan ’o‘leh pihak pel;ksana outsorcing dan perusahaan pe;nakai jasa
| tenaga l.ce_llja saja. écdangkan dari. pihak tcnéga kerja sama sekal.i tidak menyetujui
keberadaan - perusahaan outsourcing, mercka menginginkan perusahaan outsourcing
ditiadakan atau ditutup bagi perusahaan outsourcing yang sudah berjalan.

Kalau diamati secara -sebaliknya, perusahaan outsourcing itu sungguh berjasa kepada
para tenaga kerja maupun perusahaan pemakai tenaga kerja. Mulai dari menerima, menguji,
menyesuaikan, menempatkan si pekerja di perusahaan mana ia akan bekerja, dan di bidang
apa pekerjaannya, dan sebagainya. Dari sisi lain jika dilihat perusahafm industri mana yang
butuh dengan tenaga kerja tersebut, mereka harus segera melayaninya dengan menyiapkan
tenaga kerja yang dipilihkan oleh perusahaan outsourcing tersebut.

Sementara kalau perusahaan pemakai jasa seolah-olahnya berposisi pada tangga yang
paling tinggi, ia tidak punya tanggung jawab terhadap tenaga kerja ia hanya bertanggung

jawab pada perusahaan outsourcing saja. Dalam keadaaan seperti seakan-akan terbangun
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diantara pekerja dengan majikan suatu tembok yang kokoh laksana tembok Berlin yang

membatasi hubungan antara mereka, atau ibarat lautan luas dan dalam yang membatasi

hubungan mereka. Namun hal ini hanya merupakan hayalan belaka karena di hadapan tidak
ada tembok dan lautan yang demikian, akan tetapi ketika mereka akan berhubungan timbul
ungkapan yang manis namun tak bisa mereka layani para pekerja tersebut. Inilah suatu

kenyataan yang harus dihadapi oleh para pekerja, bukan hanya terdapat di Medan, atau di

Sumatera Utara, melainkan di seluruh Indonesia.

Memang pada saat ini masih ada beberapa perusahaan yang masih bertahan pola lama
tanpa melalui outsourcing, mereka menerima tenaga kerja sendiri dan mereka pakai sendiri
tenaga kerja tersebut. Mereka memiliki beberapa alasan, sehingga mereka tidak meminta
tenaga kerja aaﬁ outsourcing, yaitu :

1. Mereka beralasan karqr}a pcrusahaannyé kecil, dan tidak terla'!u’banyak memakair(ten'aga

- kerja yang dibutuhk'an‘, | '»

2. Mereka tidak memakai outsourcing, karena para pekerja yang bekc-xja disana termasuk
pendiri perusahaan, kemudian para tersebut kedudukannya hanya digantikan oleh anak
dan cucu mereka semata.

3. Mereka tidak memakai outsourcing, dengan alasan hubungan kekeluargaan, persahabatan,
keakraban lebih dapat dijaga, segala hak dan kewajiban dapat dilihat dan diperhatikan
bersama.

Bukan hanya dengan ketiga alasan tersebut, bahkan masih banyak lagi alasan mereka
yang rasional untuk mempertahankan jalannya perusahaan tanpa perusahaan outsourcing.
Namun bagi perusahaan yang didirikan di zaman sekarang, atau perusahaan berdiri di masa
lampau namun telah dibeli oleh pemilik yang baru, atau perusahaan yang sengaja melupakan
masa lalunya dengan keadaan zaman sekarang, sehingga keuntungan yang diperolehnya

melimpah, dan tanggung jawabnya kecil.
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4.2. Pelaksanaan Outsourcing Pada Perusahaan PT. Andika Pratama Abadi.

Pelaksanaan outsourcing di Sumatera Utara pada saat ini ada beberapa perusahaan

outsourcing diantaranya oleh :
I. PT. Andika Pratama Abadi

2. PT. Jasa Bersama Murni

3. PT. Mandiri
4. PT. Srikandi
5. -PT. SMAD

6. PT. Securindo Packing Indonesia
7. PT. Gemilang

Namun dalam penelitian ini penulis membatasi diri dengan mengambil lokasi di
Medan saja dan fokus terhadap satu perusahaan yaitu pada PT. Andika Pratama Abadi.
) Dimana pelaks.j:maanﬂ outsourcing ;)ada PT. éndika Pr-atan}a AbaQi adélah*sgrﬂa_dengap
perusahaan outsourcing lainnya, dan tidak ada perbedaan-perbedaan denga-n perusahaan
outsourcing lainnya.

Adapun pemberian perlindungan bagi para pekerja yang dikontrak secara outsourcing
hanya sedikit diberikan oleh perusahaan outsourcing, sedangkan pemberian perlindungan
bagi para pekerja yang dikontrak secara outsourcing sama sekali tidak ada diupayakan.
Bahkan seorang buruh jika banyak persoalan yang diajukan ke perusahaan outsourcing ia
akan segera diganti dengan pekerja lainya, dan tidak perlu diperhatikan‘ masa kerja dan tidak
akan diberikan penghargaan lainnya.

Dalam penyelesaian masalah antara pihak pekerja dan perusahaan (misalnya masalah
rendahnya upah), hal ini akan dibicarakan oleh pihak pengusaha pemakai tenaga kerja dan
perusahaan outsourcing serta pekerja. Meskipun demikian sering pula dibicarakan secara

diam-diam oleh pihak pengusaha pemakai tenaga kerja dan perusahaan outsourcing. Namun
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demikian jarang sekali dilaksanakan penyelesaian oleh perusahaan pekaian tenagz wemz
seperti di masa lampau sebelum adanya outsourcing ini.

Sementara dalam penggunaan tenaga kerja di luar waktu jam kerja yang ditentukan
oleh (misalnya kerja lembur dan sebagainya) sering dilakukan musyawarah antara pengusaha
dan pihak pekerja, yakni berapa besar upah yang harus diterima para pekerja atau berapa
yang harus dibayar oleh buruh tersebut.

Sedangkan dapat mencari dan mendapatkan tenaga kerja ini, manakah yang lebih
menguntungkan bagi pengusaha atau manakah yang lebih tepat untuk dilaksanakan oleh para
pengusaha tersebut, tentunya pada saat ini, tentu saja melalui outsourcing lebih mudah dan
lebih menguntungkan bagi mereka.

Sebuah perusahaan yang akan melaksanakan penerimaan tenaga kerja melalui
c)‘ilts.ourcing kalau perusahaan.tc;rsebut sudah lama, namun kalau perusahaan itu masih baru
kadang-kadang penerimaan tenaga kerja tanpa outsQurcitfg. — |

Namun bagi PT. Andika Pratama Abadi yang saat berupaya menerima tenaga kerja
dan menempatkannya di berbagai perusahaan pemakai tenaga kerja, berupaya sekuat
mungkin untuk melayani kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan pemakai tenaga kerja dan
pihak pekerja yang melamar pekerjaan. Dalam pelaksanaan pelamaran ini, jika telah
diinformasikan dan ada kepastian mereka akan bekerja, terlebih dahulu dipersiapkan kontrak
dan untuk lebih memudahkan bagi mereka sudah dipersiapkan surat kontrak yang tinggal
mereka isi saja data-data penting pelamar tersebut.

Adapun isi ringkas surat kontrak pada PT. Andika Pratama Abadi tersebut meliputi :

1. Judul
2. Pembukaan
3. Komparisi

4. Premise
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Komparisi adalah bagian dari akta yang dimuat setelah judul dan pembukaan akta, yang

mengandung: identitas_para pihak atau pembuat perjanjian, termasuk uraian yang dapat

menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kecakapan (rechtsbekwaamheid)

serta kewenangan (rechtsbevoegheid) untuk melakukan tindakan-tindakan hukum

(rechtshandelingen). |

1. PT. Andika Pratama Abadi, bertempat di Medan, sebagai perusahaan yang menerima
dan menempatkan tenagc'z kerja, .§elaty'utnya disebut sebag;zi Pihak Pertama.

2. (Nama pekerja, umur, alamat lengkap)‘, sebagai tenaga kerja yang diterima dan akan
ditempatkan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

4. Premise atau Recitals.

Premise- atau recitals yaitu yang menunjukkan maksud utama dari par.% pihak dan

menyatakan alasan untuk_‘ apa akta dib@ Premlsc juga sebagai sx;atu pernyataan yang

'meru'pagcan kq#sidérans/pe:rt:i’m'bangax}, latar  belakang mE;gapa sampai lahir suatu

perikatan. Penulisannya (ialam akta biasanya secara bélku dimulai dengan kata “bahwa”,

seperti :

Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut : .

Bahwa Pihak Pertama merupakan perusahaan yang sudah lama bergerak di bidang

penerimaan dan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan

oleh perusahaan pemakai tenaga kerja.

Bahwa Pihak Pertama merupakan perusahaan yang melayani penempatan tenaga kerja

hanya di Sumatera Utara

Bahwa Pihak Kedua setuju ditempatkan dimanapun juga di perusahaan-perusahaan di

Sumatera Utara ini.

5. Isi Perjanjian
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Bahwa dalam pembayaran gaji tenaga supir dilaksanakan secara manual di
Perusahaan PT Andika Pratama Abadi setiap bulan pada tanggal awal bulan, dan
tidak ditransfer ke bank.

Unsur Aksidentalia -

Unsur Aksidentalia, yaitu berbagai hal utama (particular) yang dinyatakan dalam
perjanjian, yang disetujui oleh para pihak. Kata aksidental, artinya bisa ada atau
diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak apakah memang

merasa perlu untuk memuat atau tidak.

6. Klausula atau Clause

Klausula yang dimaksudkan tersebut hampir selalu tercantum pada perjanjian yang

sifatnya lalu lintas (across border contract) antara lain adalah mengenai hal-hal sebagai

£y

berikut :

a.

b.

J-

Arbltrase ‘ - .
Force Majeure

Choice of Law (Pilihan Hukum) atau Applicable Law/Governing Law (perberlakuan
hukum)

Entirety

Waiver (pelepasan hak)

Severabilty/Separability)

Assignability

Domicile & Jurisdiction

Heading

Amendment, dan lain-lain.

7. Penutup.
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memang sengaja dibuat secara terpisah, misalnya surat kuasa. Atau memang pembicaraan
dan pembuatannya memang harus secara terpisah namun tetap dalam rangka perjanjian
pokok. Misalnya daftar bantuan keuangan untuk perjanjian pinjaman bagi para pekerja
dan sebagainya.
Manfaat keterpisahan demikian dapat memberikan fleksibilitas untuk mengubah,
menambah atau mcﬁyempumakan lagi di kemudian hari, sehingga secara teknis akan
lebih sederhana dan mudah misalnya untuk mengadakan suatu revisi. |
Demikianlah ketika PT tersebut menerima tenaga kerja dan akan menempatkannya

pada perusahaan yang sesuai dengan minat dan bakat serta keahliannya.

4.3. Perlindungan Bagi Para Peker]a Yang Dikontrak Secara Outsourcmg

| Jlka dlllhat dari segi atumn hukum keperdataan dalam prakteknya sangat banyak
bertentangan dlmana tenaga kega yang bekelja pada suatu lembaga pekegaan atau non
lembaga pekeqaan, yang membuat kesepakatan kerja adalah kedua belah pihak, yaitu pihak
majikan (pengusaha) dengan pekerja (buruh). Namun dalam hal bukanlah kedua para pihak
tersebut, melainkan dilaksanakan oleh perusahaan eutsourcing dengan perusahaan pemakai
jasa tenaga kerja, sementara pihak tenaga kerja hanya bekerja kemana ditujukan oleh
perusahaan outsourcing saja, jadi mereka bekerja hanya memenuhi keinginan kedua
perusahaan tersebut, dan kemungkinan utama yang diperoleh oleh para buruh hanya gaji
menurut UMR saja, selain itu tidak akan diperoleh oleh para buruh. ‘

Adapun syarat-syarat sahnya kontrak tersebut adalah meliputi syarat-syarat perjanjian

yang terdiri dari :
1. Adanya kata sepakat diantara para pihak.
2. Adanya kecakapan tertentu

3. Adanya suatu hal tertentu
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bebas pada saat pembuatan kesepakatan. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang dapat

dilakukan, yaitu :

a. Perjanjian dapat dibatalkan, jika ada pihak yang merasa tidak bebas atau dipaksa pada
saat pembuatan kesepakatan, maka pihak tersebut berhak mengajukan pembatalan
perjanjian kepada Hékim Pengadilan Negeri untuk membatalkan perjanjian. Dalam hal ini
masih dibutuhkan upaya membatalkan.

b. Perjanjianv batal demi hukum, maksudnya kalau perjaﬁjian itu batal dengan sendirinya

tanpa harus dimohonkan pembatalan kepada Hakim Pengadilan Negeri, maka batal

dengan sendirinya bisa terjadi jika objek dari perjanjian tersebut bertentangan dengan
undang-undang misalnya peﬁanjian untuk melakukan pembunuhan, pencurian, atau

perjanjian kerja untuk menjadi wanita penghibur, dan sebagainya. A

>

2. Adanya kecakapan tertenty.

Adanyﬁ‘ kecakapaﬁ' tertentu m;ksudnya q_da keinam'pugn secara hukum untuk
melakukan suatu kesepakatan. Kecakapan untuk melakukan sesuatu harus dibedakz;m antara
orang perorangan dan badan hukum sebagai subjek hukum. Untuk perorangan, ukuran cakap
atau sering juga disebut dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-
Undang Perkawinan, harus berumur 21 tahun (Pasal 330 KUH Perdata/Pasal 6 UU No. 1
tahun 1974).

Pada dasarnya semua orang cakap untuk membuat perikatan/perjanjian, kecuali
apabila oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Mereka yang tida!( cakap menurut Pasal
1330 KUH Perdata, yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka di bawah pengampuan,
seorang perempuan yang berstatus sebagai isteri dan semua orang yang dilarang oleh undang-
undang membuat perjanjian tertentu. Dalam persoalan penyerahan pekerjaan dari satu

perusahaan kepada perusahaan lain, kecakapan tentu bukan dilihat dari umur, melainkan dari

masalah kewenangan, yakni apaakah orang yang membuat kesepakatan mempunyai kapasitas
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untuk membuat atau tidak. Perbedaan tersebut terjadi karena tidak semua orang cakap dalam
perusahaan berhak mewakili perusahaan.

Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan adalah antara
satu perusahaan dengan perusahaan lain, yang keduanya merupakan badan hokum. Ketika
suatu perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan pekerjaan dengan perusahaan lain,
maka perjanjian tersebut harus dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang
dalam perusahaan atau oleh .orang-orang yang diberikan kuasa untuk itu. Orang-orang yang
diberi wewenang tersebut yakni pimpinan perusahaan (direktur) .atau orang lain seperti
manajer atau orang lainnya yang secara khusus diberikan kuasa oleh pimpinan perusahaan,
seperti pengacara.

Di dalam pemborongan pekerjaan,. masalah kecakapan membuat perjanjian juga
berhuGﬁﬁéan erat dengan perizinan ;y;ng dimiliki perusahaan mitra kerja penerima pekerjaan.

;Seandainya penandatangap telah dilak}lkan oleh masin_g-mas"ing pimpinan:perusahaar} atau
yang dikuasakan, namun jika ternyata perusahaan tersebut tidak mempunyai izin operasional,
maka perjanjian tersebut -menjadi batal karena bertentangan dengan undang-undang.
Akibatnya, jika segala yang berkaitan dengan hubungan kerja akan beralih kepada pihak
pemberi pekerjaan. A

Untuk dua syarat yang pertama yaitu : adanya kata sepakat diantara para pihak dan
adanya kecakapan tertentu dinamakan dengan syarat-syarat subjektif (subjective conditions),
karena dua syarat menyangkut orang-orangnya atau para pihak yang ter!ibat dalam perjanjian
tersebut. Jika dalam suatu perjanjian kedua syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang
telah dibuat dapat dibatalkan, namun pembatalan ini bisa saja tidak terjadi jika para pihak.

Tak ubahnya seperti pekerja bangunan sudah sejak masa lampau terus bekerja

beberapa lama, tiba-tiba tidak digaji oleh pemborong, sementara majikan sudah terlebih

membayar kepada pemborong keseluruhan biaya gaji kepada pemborong, ternyata
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pemborongnya sudah melarikan diri. Dalam hal ini juga pekerja tidak bisa menuntut pihak
majikan.

Memang dalam kontrak tersebut dikenal dua macam, yaitu : Kontrak Kesepakatan
oleh 1 (satu) pihak dan Kontrak Kesepakatan 2 (dua) pihak. Adapun Kontrak Kesepakatan
oleh 1 (satu) pihak saja atau kontrak yang menganut ketidakseimbangan, yaitu kontrak yang
tidak mempertimbangkan pihak lain jika kelak mengadakan interaksi dengan usaha atau hasil
usaha yang mereka kelola, dengan kata lain dalam pembuatan rancangan kontrak tersebut
tidak perlu memperhitungkan pemeliharaan dan perlindungan para pekerjanya. Kenyataan ini
sering terjadi di pasaran dunia usaha yang akibatnya bukan saja sangat merugikan bagi para
konsumennya, melainkan juga sangat merugikan produsen itu sendiri, jika mereka
menyadarihya, sebab bagaimanapun juga jika konsumen merasa dirugikan baik dengan
;produk yang mereka 'l_(o‘115umsi maupun déngén kontrak baku yang mem;)uat mereka merasa
'tc?lj;:bak dal?m kerugian, ter_ltu sa:la mereka tidak akan berlangganan lagi pada produsen
'tersebut, mereka akan segera. beralih kepada produsen lain yang memiliki kontrak yang lebih
manusiawi. Sedangkan Kontrak Kesepakatan 2 (dua) pihak atau kontrak yang menganut
keseimbangan, yaitu kontrak yang mempertimbangkan pihak lain jika kelak mengadakan
interaksi dengan ﬁsaha yang mereka kelola, dengan kata lain dalam pembuatan rancangan
kontrak tersebut masih memperhitungkan pemeliharaan dan melindungi konsumen.
Pemeliharaan konsumen bermaksud setidaknya menjaga para pelanggan yang telah mengenal
dan mempergynakan produk tersebut agar mereka tidak beralih ke prPduk lain yang sama
atau yang lebih berkualitas, sebab jika konsumen telah menemukan produk lain yang lebih
murah, lebih berkualitas dan lebih bergengsi pasti mereka sulit dikembalikan kepada produk
yang semula mereka kenal. Sedangkan perlindungan konsumen maksudnya secara praktis
agar jangan ada diantara pelanggan menjadi celaka karena mengkonsumsi produk yang

dihasilkan, sebab jika terjadi bahaya terhadap konsumen, maka sudah barang tentu yang
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harus bertanggung jawab adalah produsen itu sendiri, sehingga azas-azas perlindungan

konsumen tetap mereka perhatian termasuk dalam dalam pembuatan kontrak bakunya.

3. Adanya suatu hal tertentu.

Adanya suatu hal tertentu yaitu adanya sesuatu yang menjadi obejek perjanjian. Objek
perjanjian merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh satu pihak kepada pihak
lainnya. Dalam syarat ketiga ini ada pembatasan, bahwa hanya barang-barang yang dapat
diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Barang-barang tersebut harus
merupakan sesuatu yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Jadi yang dimaksud dengan
suatu hal tertentu, paling sedikit objek tersebut harus bisa ditentukan jenisnya atau asalnya,
dan_dapat ditentukan jumlahnya atau dihitung. Sebab jika suatu objek perjanjian tidak
tertentu, yaitu tid:\ik jelas jenisnya dan jumlahnya, maki} ];eljanjian tersebut m;njadi kabur
yang berakibat kepada kgﬁdak;absahgﬁ' perjanjian.

Selain hal atau objek tertentu, undang-undang juga m.emberi batasan bahwa yang
dapat dijadikan objek perjanjian haruslah sesuatu yang benar-benar dapat dilaksanakan.
Apabila objek perjanjian tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian tersebut
menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena undang-undang tidak-mewajibkan
seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilaksanakan.

Ketidakmungkinan melakukan sesuatu itu bisa bersifat objektif, subjektif atau mutlak
ketidakmungkinan objektif maksudnya, semua orang akan berpendapat bahwa sesuatu itu
tidak bisa dilaksanakan, sedangkan ketidakmungkinan subjektif yaitu tergantung penilaian
orang perorangan. Dalam penilaian yang terakhir ini, maka ketidakmungkinan itu bida
berbeda-beda. Ketidakmungkinan mutlak yakni ketidakmungkinan yang tidak bisa diganggu

gugat dan bersifat hukum alam, misalnya matahari terbit dari Timur dan tenggelam di Barat.
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Seseorang yang berjanji akan menyerahkan hartanya kepada pihak lainnya, jika matahari
terbit dari Barat adalah ketidakmungkinan yang mutlak.

Untuk masalah pemborongan pekerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang “Ketenagakerjaan” dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor : KEP. 220/MEN/X/2004 tentang “Syarat-syarat Penyarahan Sebagian
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain”, telah memberikan syarat tambahan untuk

sesuatu hal tertentu yang menjadi objek pemborongan pekerjaan.

4. Adanya suatu sebab yang halal.

Adanya sebab yang halal ini bisa disinonimkan dengan sesuatu yang dibolehkan atau
dilegalkan oleh undang-undang. Sebab yang legal maksudnya adalah b;clhwa objek atau isi
dan tujuan yang tertuang dalam perjanjian, harus merupakan klausula yang berdasarkah
undang—undgng serta tidal; boleh bertentangan de'ngpn ketertibaﬁ umum ipyblic p__olicy)'d'an
kesusilaan (morality). '

Legalitas suatu sebab dari perjanjian bukan dilihat dari obyek atau latar belakang
seseorang melakukan perjanjian, melainkan pada apa yang tertuang dalam perjanjian. Hal ini
penting, mengingat penggunaan kata halal di Indonesia sangat erat dengan jenis makanan
tertentu. Jadi kendati objek dari perjanjian tidak halal secara agama, selama sebab perjanjian
adalah sah, maka perjanjian tersebut tetap merupakan perjanjian yang halal. Sebagai contoh
jika ada pihak yang melakukan perjanjian jual beli daging babi, maka sepanjang perjanjian
jual beli itu dilakukan sesuai dengan undang-undang, perjanjian tersebut tetap dianggap sah,
apalagi dalam masalah perjanjian ketenagakerjaan.

Selain bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, tidak terpenuhinya
syarat sebab yang halal / legal, juga dapat terjadi suatu kesepakatan untuk melakukan

kejahatan (crime) dan perbuatan melawan hokum (fort).
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W

" Industrial Nomor : Keple/DPHI/IV/2005.

10.

11.

. Tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum sesuai dengan Keputusan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep-231/MEN/2003.

Akibat hukum mogok kerja yang tidak sah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep-232/MEN/2003.

Tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit sesuai
dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trarismigrasi Republik Indonesia Nomor :
Kep-255/MEN/2003. |

Waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep-102/MEN/V1/2004

Mekanisme dan waktu pelaksémaan pendataan dan verifikasi keanggotaan serikat
pekerja/serikat buruh sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Tata keljaA L'em};aga Kerja Sama (LKS) Tripartit N%lSjonal sesuai dquan Keputusan
Menteri -Tcnaga Kerja dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep-
355/MEN/X/2009.

Penempatan tenaga kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per-O7MENﬁV/2008.

Pedoman penyelesaian perselisihan hubungan Industrial melalui perundingan bipartit
sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor : Per-31/MEN/XI1/2008.

Tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit sesuai
dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :

Per-32/MEN/X11/2008.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1.

Adapun kesimpulan dari pembahasan demi pembahasan di atas sebagai berikut :
Bahwa penerapan outsourcing secara umum pada beberapa perusahaan, di satu sisiv
memberikan keuntungan kepada pelaksana perusahaan outsourcing, sebab mereka
memperoleh keuntungan, demikian juga bagi karyawan yang baru menghadapi dunia
kerja, atau orang bekerja tidak terlalu memandang gaji, namun bagi pekerja yang ingin
menjadikan pekerjaannya sebagai penghasilan berkelanjutan atau hanya pada pekerjaan
itul.ah digantungkannya nasibnya, maka ia merasa amat rugi dengan adanya outsourcing
ini. ’

™

Bahwa pelaksanaan outsourcing pada PT. Andika Pratama Abadi berdasarkan suatu
kontrak perjanjian kerja yang dibuat sesuai dengan prosedur yang seharusnya, yakni
ditandatangai oleh kedua belah pihak, Pihak Pertama oleh PT. Andika Pratama Abadi dan

Pihak Kedua oleh pelamar kerja.

. Bahwa jika dilihat dari segi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukun Perdata pelaksanaan

perjanjian kerja yang paling tepat adalah perjanjian yang meliputi keempat unsur tersebut
yaitu : adanya kata sepakat diantara para pihak, adanya kecakapan tertentu, adanya suatu
hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal. Demikian pula jika dilibat dari Undang-
Undang Ketenagakerjaan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja yang tidak merugikan pihak
pekerja, jika di sana ada jaminan Kecelekaan Kerja, jaminan Kematian, jaminan Hari

Tua, dan jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

62

UNIVERSITASMEDAN AREA



UNIVERSITASMEDAN AREA



DAFTAR PUSTAKA

Baldwin, Robert E., 1986, Pengembangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Négara-nagara
Bekembang, Jakarta : Bina Aksara..

Bintang, Sanusi dan Dahlan, 2000, Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Bandung :
Citra Adityabakti.

Cahyono, Bambang Tri, 1983, Teori Dan Praktek Kewiraswastaan, Yogyakarta, Liberty;

Endang, Rokhani, 2004, Pengetahuan Dasar Tentang Hak—Hak Buruh, Jakarta : Yakoma
PGI.

FX, Djumialdji, 2005, Perjanjian Kerja, Jakarta : Sinar Grafika.

FX, Djumialdji, Wiwoho Soejono, 1987, Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan
Pancasila, Jakarta : Bina Aksara.

Hudiyanto, 2004, Ekonomi Politik, Jakarta : Bumi Aksara.
IG, Ray Wijaya, 2004, Merancang Suatu Kontrak, Jakarta : Megapoint Kesaint Blanc.

Kancil, C.S.T., 1986, Pengantar Iln;u Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka. ”

= -

Molenaar, A.H., 1977, Arbeidsrecht I, Jakarta : Djambatan.

Nasution, Mustafa Edwin, dkk., 2007, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta
Kencana.

Patrik, Purwahid, 1998, Perjanjian Buku dan Penyallahgunaan Keadaan Hukum Kortrak di
‘ Indonesia, Jakarta : Elips. .

Rewoldt, SH, Scott, J.D, Warshaw, 1995, Strategi Promosi Pemasaran, Jakarta : Rineka
Cipta.

Ricardus, Indrajit Eko, 2004, Proses Bisnis Outsourcing, Jakarta : Grasindo.

Tadang, Ambar, 1981, Ekonomi Pembangunan Problema Dasar Teori Pembangunan,
Surabaya : Bina Iimu.

Sehat, Damanik, 2005, Outsourcing dan Perjanjian Kerja, Jakarta : DSS Publishing.
Sowondo, Chandra, 2003, Outsourcing Implementasi di Indonesia, Jakarta : Elex Media Computando.
Sukirno Sadono, 1981, Pengantar Teori Makro Ekonomi, Jakarta : Bina Grafika LPFEUL

Sumantoro, 1986, Hukum Ekonomi, Jakarta : Universitas Indonesia Press.

UNIVERSITASMEDAN AREA



UNIVERSITASMEDAN AREA



UNIVERSITASMEDAN AREA



UNIVERSITASMEDAN AREA



UNIVERSITASMEDAN AREA



UNIVERSITASMEDAN AREA



lama yakni Continuous Improvement Process (proses. peningkatan berkelanjutan). BPR
dilakukan untuk memberikan respons atas perkernbangan ekonomi secara global serta
kemajuan teknologi yang pesat, yang menimbulkan persaingan global yang sangat ketat”.( -
Richardus Eko Indrajit, 2004 : 1)

Masih menurut pendapat DR. Richardus Eko Indrajit, dalam bukunya “Proses Bisnis
Outsourcing” Grasindo, cetakan kedua, Jakarta 2004, hal. 1. mengatakan: Di bidang
ketenagakerjaan, Qutsourcing dapat diterjemahkan sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk
memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan melalui perusahaan
penyedia/pengerah tenaga kerja ini berarti ada dua perusahaan yang terlibat yakni perusahaan
yang khususnya menyeleksi, melatih dan memperkerjakan tenaga kerja yang menghasilkan
suatu produk/jasa tertentu untuk kepentingan perusahaan lainnya. Dengan demikian,
perusahaan yang kedua tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan tenaga kerja yang
bekerja padanya; hubungan hanya melalui perusahaan penyedia tenaga kerja”.( Chandra
Suwondo, 2003 : 1)

Istilah Outsourcing tidak ditemukan secara langsung dalam Undang-undang No. 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pasal 64 Undang-undang No. 13 tahun 2003
hanya dikatakan: “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekegaan atau penyedia jasa
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”.(UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka Outsourcing atau yang disebut perjanjian
pemborongan pekerjaan dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu: penyerahan suatu
pekerjaan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain untuk dikerjakan di tempat di
perusahaan lain tersebut, atau penyediaan jasa pekerjaan oleh perusahaan penyedia jasa
pekerja, yang dipekerjakan pada perusahaan lain yang membutuhkan Yang pertama titik-
beratnya terletak pada produk kebendaan, sedangkan yang kedua, lebih pada orang-
perorangan yang jasanya dibutuhkan.

Pelaksanaan Outsourcing untuk produk kebendaan, misalnya pembuatan kancing
baju, ritsleting dan lain-lain pada perusahaan garmen, atau mur, kunci-kunci mesin pada
perusahaan otomotif dan lain-lain. Pengaturan Outsourcing produk jauh lebih sederhana
dibandingkan dengan OQufsourcing jasa  perorangan, yang oleh perusahaan
pengerah/penyediaan tenaga kerja ditempatkan pada perusahaan lain. Pada Outsourcing
produk, perjanjian kerja sama cukup dibuat dan ditanda-tangani oleh perusahaan yang satu
dengan perusahaan yang lainnya, dengan menyebutkan syarat-syarat obyek, harga, waktu dan
lain-lain sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bersama.

Pelaksanaan peganjian Qutsourcing dalam bentuk mempekerjakan atau mengambil
jasa perorangan jauh lebih kompleks. Dalam mempekerjakan pekerja, maka penandatanganan
kontrak kerja akan dilakukan antara perusahaan yang merekrut/melatih tenaga kerja dengan
perusahaan yang menampung penempatan tenaga kerja dan antara pekerja dengan perusahaan
yang menerima dan melatih pekerja Dengan demikian hubungan kerja, dalam artian
hubungan antara ‘majikan dan pekerja, hanya tercipta antara pekerja dengan perusahaan yang
merekrut pekerja dan bukan dengan perusahaan tempat pekerja melakukan pekerjaannya.

~ Mengingat jalinan hubungan kerja yang tercipta adalah antara tenaga kerja dengan
perusahaan perekrut pekerja, serta antara perusahaan perekrut tenaga kerja dengan
perusahaan yang menampung penempatan tenaga kerja, maka segala pengupahan dan hak-
hak pekerja lainnya akan dibayarkan dan diterima melalui perusahaan perekrut tenaga kerja
awal. ’

Namun demikian, Undang-undang Ketenagakerjaan di Indonesia telah memberikan
batas-batas penggunaan tenaga kerja melalui Oufsourcing, yaitu hanya terhadap bagian-
bagian yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis utama suatu perusahaan. Dalam
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Undang-Undang Nomor 13 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan juga telah membatasi
pekerjaan-pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain melalui pemborongan
atau Outsourcing.

Dalam pasal 65 ayat (2) disebutkan: Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada
perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Dilakukan secara terpisah darn kegiatan utama;
b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
¢. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.”
(Undang-Undang Nomor 13 tahun 2004 tentang “Ketenagakerjaan )

Persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut merupakan keharusan
yang wajib diikuti oleh setiap perusahaan, baik pemberi pekerjaan maupun- penerima
pekerjaan (perusahaan Ouftsourcing). Keempat persyaratan-persyaratan tersebut dijabarkan
sebagai berikut:

a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama.

Baik dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang “Ketenagakeryaan
maupun dalam penjelasannya tidak dijelaskan pengertian terpisah dari kegiatan utama
Karena itu diharuskan mengartikan kalimat tersebut melalui penerjemahan secara harfiah. -

Bahwa pekerjaan yang di-Outsourcing-kan harus dilakukan secara terpisah dari
kegiatan utama dapat diartikan sebagai pekerjaan yang pengerjaannya/proses produksinya
~ tidak dilakukan secara bersama-sama dengan bisnis utama perusahaan. Suatu perusahaan

yang memproduksi sepatu olahraga kegiatan utamanya di perusahaan atau di pabrik adalah
merangkal bahan sepatu satu demi satu sehingga menjadi satu unit sepatu yang bisa dipakai.

Apabila bagian pekerjaan “tertentu di-Outsourcing-kan oleh perusahaan kepada
perusahaan lain, maka kegiatan tersebut harus dilakukan secara terpisah dari kegiatan tersebut
dan harus dilakukan secara terpisah dan kegiatan utama. Contoh, bila yang di-Qutsourcing-
kan adalah makanan karyawan (catering), maka kegiatan tersebut harus dikerjakan secara
terpisah dari kegiatan utama perusahaan.

Pertanyaannya adalah, mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan terpisah? Secara
bisnis, hal itu tentu bertujuan untuk melakukan penyederhanaan pekerjaan. Apabila pekerjaan
tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan kegiatan utama, maka dapat menimbulkan
keruwetan yang luar biasa, apalagi jika lokasi tempat kerja tidak memungkinkan. Pemisahan
tersebut bermanfaat untuk meningkatkan fokus perusahaan dalam merancang produk yang
paling unggul. Kemungkinan alasan lain adalah, pemerintah mencoba menciptakan iklim
usaha kondusif untuk merangsang lahirnya perusahaan-perusahaan yang baru mandiri, yang
mampu membuka lapangan kerja baru. '

Secara legalitas, pemisahan_tersebut dapat dipandang sebagai suatu strategi untuk
menghindari tumpang-tindih perizinan/badan hukum perusahaan. Ketegasan perizinan juga
akan berdampak pada pendapatan pajak yang bisa diperoleh pemerintah dari hasil kerja
perusahaan’ Dengan pemisahan, maka kemungkinan penyelewengan akan dapat
diminimalisir.

b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan.

Prinsip dan pelaksanaan OQutsourcing adalah, setiap pekefjaan yang
diserahkan/diterima harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Pekerjaan yang di-
Outsourcing-kan tersebut bisa dalam bentuk menghasilkan/membuat suatu produk tertentu
atau menjalankan suatu pekerjaan tertentu. i

Pelaksanaan suatu pekerjaan yang dl-Outsourczng-kan dapat dikerjakan di tempat
penerima pekerjaan atau di tempat pemberi pekerjaan, sesuai dengan sifat pekerjaan tersebut.
Untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya membuat suatu produk tertentu, misalnya baut kecil
untuk pabrik perakitan mobil, kancing baju untuk pabrik garmen dan lain-lain, umumnya
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pengerjaannya dilakukan di perusahaan Qutsourcing. Sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan
yang sifatnya melakukan jasa tertentu, misalnya tugas-tugas melakukan penjagaan keamanan
perusahaan dan jasa akuntan untuk menyusun laporan pembukuan biasanya dikerjakan di
tempat pemberi pekerjaan.

Untuk pekerjaan-pekerjaan yang di-Outsourcing-kan tersebut, maka pemberi
pekerjaan dapat memberi komando secara langsung kepada penerima pekerjaan, tergantung
daii sifat pekerjaan yang diserahkan. Untuk pekerjaan yang tempat pengerjaannya dilakukan
di tempat pemberi pekerjaan, maka perintah dapat diberikan oleh pemberi pekerjaan secara
langsung kepada orang-orang yang ditempatkan oleh penerima pekerjaan di perusahaan
pemberi pekerjaan. Sedangkan untuk pekerjaan yang pengerjaannya dilakukan di perusahaan
penenma pekerjaan, maka perintah bisa saja diberikan oleh pemberi pekerjaan melalui
penerima pekerjaan.

Perintah tersebut sebenamya merupakan penerjemahan dari kesepakatan yang telah
dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Diperintah atau tidak, kedua belah pihak
sudah seharusnya memenuhi segala kewajibannya serta menerima apa yang menjadi haknya.
¢. Kesepakatan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan.

Menurut penjelasan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
“Ketenagakerjaan™ : Yang dimaksud dengan kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang
tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan di luar usaha pokok
(core business). Usaha-usaha tersebut antara lain: pelayanan kebersihan (cleaning service),
usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (cafering), juga pengamanan (security) jasa
penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta penyediaan angkutan pekerja/
buruh.”(Undang-Undang Nomor 13 tahun 2004)

Sebagaimana dijelaskan di atas, tidak mungkin semua kegiatan perusahaan di-
Outsourcing-kan kepada perusahaan lain. Untuk kegiatan inti, maka perusahaan harus
memegang kendali, sehingga segala resep dan rahasia keunggulan produk dapat tetap
tersimpan. Sebagai contoh, suatu perusahaan vang memproduksi sepatu olahraga tentu
kegiatan utamanya di perusahaan/pabrik adalah merangkai bahan sepatu satu demi satu,
sehingga menjadi satu unit sepatu yang bisa dipakai. Dalam perjalanannya, adakalanya
pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam pembuatan sepatu tersebut di-Outsourcing-kan kepada
perusahaan lain, misalnya pembuatan sol, logo atau yang lain. Namun kegiatan utama
merangkai bahan-bahan tersebut hingga menjadi sepatu adalah bisnis utama perusahaan
dimaksud.

Sedangkan pekerj aan-pekeljaan seperti pengepakan, distribusi, keamanan perusahaan,
catering, dan lain-lain, semua itu adalah ‘kegiatan pendukung yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan bisnis utama, sehingga meskipun mengalami gangguan, bisnis
utama masih tetap bisa berjalan.

d: Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Oleh karena sifat pekerjaan yang di-Outsourcigng-kan bukanlah pekerjaan -utama,
maka seandarhya terjadi kendala pada pelaksanaan pekerjaan tersebut, proses produksi tidak
terhalang secara langsung.

Penentuan syarat bukan bisnis utama (core bisiness) sangat bermanfaat untuk
melindungi perusahaan dari permainan/kecurangan perusahaan penerima pekerjaan. Syarat
ini berkaitan erat dengan pembatasan pekerjaan yang dapat di-Outsourcing-kan, yakni hanya
pekerjaan diluar kegiatan utama perusahaan. Bisa dibayangkan bahaya kelangsungan hidup
suatu perusahaan seandainya yang di-Outsourcing-kan adalah pekerjaan utama. Pada saat
produks: sedang berjalan, ternyata karena satu dan lain hal, penerima pekerjaan lalai
memenuhi kewajibannya. Kondisi demikian akan langsung mematikan aktivitas perusahaan.

Persyaratan dari butir a — d di atas merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif,
yakni semua syarat harus terpenuhi secara bersama-sama pada saat pelaksanaan kegiatan
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mendapatkan penghargaan lainnya yang pantas dan patut mereka peroleh. (John Suprihanto,
1986 :17)

Dengan cara penerimaan tenaga kerja melalui outsourcing ini lebih menguntungkan
bagi pengusaha yaitu perusahaan pemakai tenaga kerja, memang kenyataan ini membuat para
pengusaha menjadi semakin gampang dan nyaman dalam mengelola usaha, dan tidak akan
bisa didemon oleh para pekerjanya. Dalam hal ini seolah-olah pengusaha laksana bebas tanpa
hambatan. Sedangkan perusahaan outsourcing atau pelaksanaan outsourcing mereka hanya
sekedar mencari keuntungan semata-mata. Semakin banyak perusahaan yang mereka
hubungi, semakin banyak pula tawaran kemudian mereka berikan kepada perusahaan.

Sedangkan pihak pekerja atau buruh adalah pihak pemikul beban derita, dengan gaji
yang senantiasa kecil dan semakin lama semakin kecil nilai pendapatan yang mereka terima.
Dalam cara penerimaan pekerja melalui outsourcing ini, seorang pekerja bertanggung jawab
kepada pertama perusahaan outsourcing, kedua perusahaan pemakai tenaga kerja. Keduanya
sama-sama penting untuk dipatuhi oleh pekerja tersebut.

Sementara jika yang dibicarakan masalah pertanggungjawaban pihak majikan kepada
pihak pekerja. Dimana kebanyakan para pengusaha pemakm tenaga kerja tidak perlu
bertanggung jawab kepada pekerja tersebut. Dalam hal ini alangkah mudah dan gampangnya
bagi pengusaha untuk mencari tenaga kerja. Jika diminta pertanggungjawabannya,
perusahaan pemakai jasa tenaga kerja hanya mengatakan “silahkan anda minta ke perusahaan
outsourcing, anda adalah tanggung jawab mereka, kami hanya menerima anda bekerja saja”

Adapun manfaat penerapan outsourcing secara umum pada beberapa lembaga
outsourcing berdampak positif dan berdampak negatif. Berdampak positif bagi perfama
perusahaan pemakai tenaga kerja, kedua memberikan peluang kepada pihak pelaksana
outsourcing. Sementara yang berdampak negatif adalah berupa pembatasan hak-hak pekerja.
yang seharusnya mereka terima untuk kesejahteraan hidupnya.

Keadaan seperti demikian jelas tidak ada memberikan perhatian terhadap para
pekerja. Proses dan pelaksanaan kerja sepeti terlihat bahwa pekerja itu orang yang bermartbat
rendah, sangat sulit bagi mereka untuk berjuang, jangankan berjuang bersatu pendapat saja
sesama pekerja itu sulit. Inilah awal mula menjatuhkan pihak yang tidak punya nilai di mata
mereka. Sementara perusahaan outsourcmg hanyalah sebagai pencari keuntungan, apa yang
dimintai oleh perusahaan pemakai jasa itu langsung mereka penuhi. Dengan pemakaian
outsourcing ini maka pihak pengusaha biarkan saja yang selama ini kami kena demonstrasi,
mulai sekarang biarkan sesama mereka saja yang menyelesaikan masalah, dan kita tldak
perlu ikut lagi dalam persoalan ini.

Dari segi kepentingan pelaksanaan outsourcing ini, terhhat bahwa pelaksanaan
tersebut hanya dipentingkan oleh pihak pelaksana outsorcing dan perusahaan pemakai jasa
tenaga kerja saja. Sedangkan dari pihak tenaga kerja sama sekali tidak menyetujui
keberadaan perusahaan outsourcing, mercka menginginkan perusahaan outsourcing
ditiadakan atau ditutup bagi perusahaan outsourcing yang sudah berjalan.

Kalau diamati secara sebaliknya, perusahaan outsourcing itu sungguh berjasa kepada
para tenaga kerja maupun perusahaan pemakai tenaga kerja. Mulai dari menerima, menguji,
menyesuaikan, menempatkan si pekerja di perusahaan mana ia akan bekerja, dan di bidang
apa pekerjaannya, dan sebagainya. Dari sisi lain jika dilihat perusahaan industri mana yang
butuh dengan tenaga kerja tersebut, mereka harus segera melayaninya dengan menyiapkan
tenaga kerja yang dipilthkan oleh perusahaan outsourcing tersebut.

Sementara kalau perusahaan pemakai jasa seolah-olahnya berposisi pada tangga yang
paling tinggi, ia tidak punya tanggung jawab terhadap tenaga kerja ia hanya bertanggung
jawab pada perusahaan outsourcing saja. Dalam keadaaan seperti seakan-akan terbangun
diantara pekerja dengan majikan suatu tembok yang kokoh laksana tembok Berlin yang
membatasi hubungan antara mereka, atau ibarat lautan luas dan dalam yang membatasi
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hubungan mereka. Namun hal ini hanya merupakan hayalan belaka karena di hadapan tidak

ada tembok dan lautan yang demikian, akan tetapi ketika mereka akan berhubungan timbul

ungkapan yang manis namun tak bisa mereka layani para pekerja tersebut. Inilah suatu

kenyataan yang harus dihadapi oleh para pekerja, bukan hanya terdapat di Medan, atau di

Sumatera Utara, melainkan di seluruh Indonesia.

Memang pada saat ini masih ada beberapa perusahaan yang masih bertahan pola lama
tanpa melalui outsourcing, mereka menerima tenaga kerja sendiri dan mereka pakai sendin
tenaga kerja tersebut. Mereka memiliki beberapa alasan, sehingga mereka tidak meminta
tenaga kerja dari outsourcing, yaitu :

1. Mereka beralasan karena perusahaannya kecil, dan tidak terlalu banyak memakai tenaga
kerja yang dibutuhkan.

2. Mereka tidak memakai outsourcing, karena para pekerja yang bekerja disana termasuk
pendiri perusahaan, kemudian para tersebut kedudukannya hanya digantikan oleh anak
dan cucu mereka semata.

3. Mereka tidak memakai outsourcing, dengan alasan hubungan kekeluargaan, persahabatan,

keakraban lebih dapat dijaga, segala hak dan kewajiban dapat dilihat dan diperhatikan '

bersama.

Bukan hanya dengan ketiga alasan tersebut, bahkan masih banyak lagi alasan mereka
yang rasional untuk mempertahankan jalannya perusahaan tanpa perusahaan outsourcing.
Namun bagi perusahaan yang didinikan di zaman sekarang, atau perusahaan berdiri di masa
lampau namun telah dibeli oleh pemilik yang baru, atau perusahaan yang sengaja melupakan
masa lalunya dengan keadaan zaman sekarang, sehingga keuntungan yang diperolehnya
melimpah, dan tanggung jawabnya kecn]

2. Pelaksanaan Outsourcing Pada Perusahaan PT. Andika Pratama Abadi.
Pelaksanaan outsourcing di Sumatera Utara pada saat ini ada beberapa perusahaan
outsourcing diantaranya oleh :
PT. Andika Pratama Abadi
PT. Jasa Bersama Mumi
* PT. Mandiri
PT. Srikandi
PT. SMAD
PT. Securindo Packing Indonesia
PT. Gemilang . '

Namun dalam penelman ini penulis membatasi diri dengan mengambil lokasi di
Medan saja dan fokus terhadap satu perusahaan yaitu pada PT. Andika Pratama Abadi.
Dimana pelaksanaan outsourcing pada PT. Andika Pratama Abadi adalah sama dengan
perusahaan outsourcing lainnya, dan tidak ada perbedaan-perbedaan dengan perusahaan
. outsourcing lainnya.

Adapun ‘pemberian perlindungan bagi para pekerja yang dikontrak secara outsourcing
hanya sedikit diberikan oleh perusahaan outsourcing, sedangkan pemberian perlindungan
bagi para pekegja yang dikontrak secara outsourcing sama-sekali tidak ada diupayakan.
Bahkan seorang buruh jika banyak persoalan yang diajukan ke perusahaan outsourcing ia
akan segera diganti dengan pekerja lainya, dan tidak perlu diperhatikan masa kerja dan tidak
akan diberikan penghargaan lainnya

Dalam penyelesaian masalah antara pihak pekerja dan perusahaan (misalnya masalah
rendahnya upah), hal ini akan dibicarakan oleh pihak pengusaha pemakai tenaga kerja dan
perusahaan outsourcing serta pekeja Meskipun demikian sering pula dibicarakan secara
diam-diam oleh pihak pengusaha pemakai tenaga kerja dan perusahaan outsourcing. Namun
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demikian jarang sekali dilaksanakan penyelesaian oleh perusahaan pekaian tenaga kerja,
seperti di masa lampau sebelum adanya outsourcing ini.

Sementara dalam penggunaan tenaga kerja di luar waktu jam kerja yang ditentukan
oleh (misalnya kerja lembur dan sebagainya) sering dilakukan musyawarah antara pengusaha
dan pihak pekerja, yakni berapa besar upah yang harus diterima para pekerja atau berapa
yang harus dibayar oleh buruh tersebut.

Sedangkan dapat mencari dan mendapatkan tenaga kerja ini, manakah yang lebih
menguntungkan bagi pengusaha atau manakah yang lebih tepat untuk dilaksanakan oleh para
pengusaha tersebut, tentunya pada saat ini, tentu saja melalui outsourcing lebih mudah dan
lebih menguntungkan bagi mereka.

Sebuah perusahaan yang akan melaksanakan penerimaan tenaga kerja melalui
outsourcing kalau perusahaan tersebut sudah lama, namun kalau perusahaan itu masih baru
kadang-kadang penerimaan tenaga kerja tanpa outsourcing.

Namun bagi PT. Andika Pratama Abadi yang saat berupaya menerima tenaga kerja
dan menempatkannya di berbagai perusahaan pemakai tenaga kerja, berupaya sekuat
mungkin untuk melayani kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan pemakai tenaga kerja dan
pihak pekerja yang melamar pekerjaan. Dalam pelaksanaan pelamaran imi, jika telah
diinformasikan dan ada kepastian mereka akan bekerja, terlebih dahulu dipersiapkan kontrak
dan untuk lebih memudahkan bagi mereka sudah dipersiapkan surat kontrak yang tinggal
mereka isi saja data-data penting pelamar tersebut.

Adapun isi ringkas surat kontrak pada PT. Andika Pratama Abadi tersebut mehputl
Judul
"Pembukaan
Komparisi .
Premise
Isi Perjanjian
a. Unsur Essensialia
b. Unsur Naturalia
c. Unsur Aksidentalia
Klausula dengan contoh-contohnya
Penutup
Tanda tangan dan Saksi-saksi
Lampiran.
Penjelasan
1. Judul atau Heading kontrak Kerja.
Judul ini secara smgkat saja yaitu : Kontrak Kerja
PERJANIJIAN KERJA
ANTARA
PT. ANDIKA PRATAMA ABADI
’ DENGAN
(NAMA PEKERJA)
TENTANG
PENEMPATAN KERJA
2. Pembukaan atau Opening Kontrak Kerja.
Pembukaan merupakan awal dari suatu akta. Jika pembuatan akta di bawah tangan :
Perjafian ini dtbuar di Medan, pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 oleh dan
antara -
3. Komparisi atau para pihak dalam Kontrak.
Kompansi adalah bagian dari akta yang dimuat setelah judul dan pembukaan akta, yang
mengandung identitas para pihak atau pembuat perjanjian, termasuk uraian yang dapat
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harus bertanggung jawab adalah produsen itu sendini, sehingga azas-azas pertindungan
konsumen tetap mereka perhatian termasuk dalam dalam pembuatan kontrak bakunya.

3. Adanya suatu hal tertentu.

Adanya suatu hal tertentu yaitu adanya sesuatu yang menjadi obejek perjanjian. Objek
perjanjian merupakan suatu prestasi yang harus dipenubi oleh satu pihak kepada pihak
lainnya. Dalam syarat ketiga ini ada pembatasan, bahwa hanya barang-barang yang dapat
diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Barang-barang tersebut harus
merupakan sesuatu yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya Jadi yang dimaksud dengan
suatu hal tertentu, paling sedikit objek tersebut harus bisa ditentukan jenisnya atau asalnya,
dan dapat ditentukan jumlahnya atau dihitung Sebab jika suatu objek perjanjian tidak
tertentu, yaitu tidak jelas jenisnya dan jumlahnya, maka perjanjian tersebut menjadi kabur
yang berakibat kepada ketidak-absahan perjanjian.
~ Selain hal atau objek tertentu, undang-undang juga memberi batasan bahwa yang
dapat dijadikan objek perjanjian haruslah sesuatu yang benar-benar dapat dilaksanakan.
Apabila objek perjanjian tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian tersebut
menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena undang-undang tidak mewajlbkan
seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilaksanakan.

Ketidakmungkinan melakukan sesuatu itu bisa bersifat objektif, subjektif atau mutlak
ketidakmungkinan objektif maksudnya, semua orang akan berpendapat bahwa sesuatu itu
tidak bisa dilaksanakan, sedangkan ketidakmungkinan subjektif yaitu tergantung penilaian

- orang perorangan. Dalam penilaian yang terakhir ini, maka ketidakmungkinan itu bida
berbeda-beda Ketidakmungkinan mutlak yakni ketidakmungkinan yang tidak bisa diganggu
gugat dan bersifat hukum alam, misalnya matahari terbit dari Timur dan tenggelam di Barat.
Seseorang yang berjanji akan menyerahkan hartanya kepada pihak lainnya, jika matahari
terbit dari Barat adalah ketidakmungkinan yang mutlak.

Untuk masalah pemborongan pekegaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang “Ketenagakerjaan™ dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor : KEP. 220/MEN/X/2004 tentang “Syarat-syarat Penyarahan Sebagian
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain”, telah memberikan syarat tambahan untuk
sesuatu hal tertentu yang menjadi objek pemborongan pekerjaan.

4. Adanya suatu sebab yang halal.

Adanya sebab yang halal ini bisa disinonimkan dengan sesuatu yang dibolehkan atau
dilegalkan oleh undang-undang. Sebab yang legal maksudnya adalah bahwa objek atau isi
dan tujuan yang tertuang dalam perjanjian, harus merupakan klausula yang berdasarkan
undang-undang serta tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (public policy) dan
kesusilaan (morality).

Legalitas suatu sebab dari peqan_uan bukan dilihat dari obyek atau latar belakang
seseorang melakukan perjanjian, melainkan pada apa yang tertuang dalam perjanjian. Hal ini
penting, mengingat penggunaan kata halal di Indonesia sangat erat dengan jenis makanan
tertentu. Jadi kendati objek dari perjanjian tidak halal secara agama, selama sebab perjanjian
adalah sah, maka perjanjian tersebut tetap merupakan perjanjian yang halal. Sebagai contoh
jika ada pihak yang melakukan perjanjian jual beli daging babi, maka sepanjang perjanjian
jual beli itu dilakukan sesuai dengan undang-undang, perjanjian tersebut tetap dianggap sah,
apalagi dalam masalah perjanjian ketenagakerjaan. .

Selain bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, tidak terpenuhinya
syarat sebab yang halal / legal, juga dapat terjadi suatu kesepa.katan untuk melakukan
kejahatan (crime) dan perbuatan melawan hokum (fort).
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